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ABSTRAK

Analisis  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah Kuala Simpang No.
347/Pdt.G/2013/MSKsg Mengenai Perceraian PNS Menurut PP No. 10
Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990

Pada Perceraian Pegawai Negeri Sipil, PNS diharuskan memiliki atau
mengantongi izin dari atasannya. Ketentuan tentang Pegawa Negeri Sipil yang
ingin bercerai harus memiliki izin atasannya terdapat dalam PP No. 10 Tahun
1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi
Pegawal Negeri Sipil. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah,
mengenai aturan perceraian Pegawa Negeri Sipil menurut PP No. 10 tahun 1983
JO PP No. 45 tahun 1990 dan analisis putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor
347/Pdt.G/2013/M S.K sg tentang perceraian Pegawal Negeri Sipil tanpa surat izin
dari atasannya. Berdasarkan dari permasalahan — permasalahan dalam penelitian
ini maka tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui aturan perceraian bagi
PNS menurut PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 dan untuk
mengetahui analisis putusan Mahkamah Syar’iyah No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg.
Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Y urudis Normatif.
Berdasarkan hasil pendlitian yang peneliti dapatkan dari putusan No.
347/Pdt.G/2013/M S.K sg tentang perceraian Pegawal Negeri Sipil tanpa surat izin
menunjukkan bahwa aturan dari PP tersebut PNS diharuskan mendapatkan izin
dari atasannya, yang dapat diartikan PNS tidak dapat bercerai tanpaizin atasannya
dan aturan tersebut menyebutkan sanksi yang diperoleh adalah salah satujenis
hukuman disiplin berat dan dari perkara tersebut diketahui bahwa penggugat
membuat surat keterangan akan menanggung segala resiko dari persidangan
setelah itu hakim memeriksa perkaranya. Dari andlisis diketahui jika PP tersebut
hanya berlaku dan mengikat PNS dan hakim tidak terikat dengan PP tersebut.
Dan juga pada perkara ini hakim mengabulkan perceraiannya karena fakta — fakta
dipersidangan membuat hakim mempertimbangkan untuk dijatuhkannya talak
bain sugra pada penggugat.

Kata kunci :Putusan, Mahkamah Syar’iyah Perceraian, Pegawal Negeri Sipil.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau Perkawinan merupakan suatu cara untuk menciptakan
kedamaian dan cinta kasih untuk membentuk suatu keluarga.’. Kenangan indah
bahwa setigp orang ingin membangun keluarga kecil Sakinah Mawaddah dan
Warahman. Perkawinan juga dapt dipahami sebagai proses pengikatan antara
seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara sosid menurut adat atu
legalitas®. Perkawinan menunjukkan proses pembentukan keluarga sebagai suami
dan istri antara seorang pria dan wanita yang mengarah pada pembentukan status
hukum yang baru.adanya kewajiban dan hak yang timbul antara suami dan istri
merupakan maksud dari status hukum baru yang dihasilkan dari perkawinan yang

sudah terjadi.

Banyaknya orang tua melihat pernikhan sebagai solusi dari masalah, jalan
utama yang diambil orang tua untuk anak — anaknya. Sebelum menikah, banyak
aspek yang harus diperhatikan, yaitu usia, kedewasaan, fisik, mental, spiritual, dan
terutamafinansial. Keegoisan, keenggan untuk menyentu, tidak perlu dibicarakan,

itulah kehancuran rumah tangga.®

Daam hukum negara putusnya perkawinan atau perceraian sudah diatur
dalam pasal 38 - pasa 41 Undang — Undang Perkawinan dan proses perceraian

diatur di Pasal 14 sampai Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

! Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Y ogyakarta: Bening Pustaka,
2017), h. 4.

% Faiez H.Seyal, Together Forever, Menjadi Pasangan Paling Bahagia, (Jakarta: Gadika
Pustaka, 2007), h. 27.

3 zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 73



1975, dan teknisnya diatur dalam Peratutan Menteri Agama Nomor 3 Tahun
1975.

Dalam perceraian banyak terdapat banyak istilah dan macamnya, jenis — jenis
ini yaitu®:

1. Taak adalah ucapan suami dihadapan Pengadilan Agama, dengan ketentuan
yang dimaksud dalam pasal 129, 130,131.

2. Pada talak dibagi menjadi : Talak raj’i merupakan talak satu dan dua, pada
talak ini suami masih dapat merujuk kembali istrinya selama masaiddah.

3. Talak ba’in sugra adalah talak yang tidak boleh merujuk istrinya tetapi
diperbolehkan menikah kembali dengan akad yang baru dengan mantan
suami meskipun dalam masaiddah.

Pada pasal 119 ayat 1 di sebutkan bahwa ba’in sugra terbagi lagi yaitu:

talak yang terjadi gabla ad-dukhul;

talak dengan tebusan atau khuluk;
Talak ba’in kubra adalah talak yang disebut talak tiga. Talak jenis ini si
suami tidak dapat lagi dirujuk dan tidak dapat dinikahi lagi, namun dapat
dinikahi kembali jikasi istri sudah menikah dengan orang lain lalu bercerai.

4. Taak sunni merupakan talak yang diucapkan dan/atau dijatuhkan dikeadaan
wanitasuci dan tidak di campuri di waktu suci tersebut.

5. Talak yang di larang atau talak bid’l, yaitu talak yang di ucapkan dalam
keadaan s wanita tengah haid, dan istri dalam keadaan suci tetapi telah
dicampuri pada waktu suci.

6. Perceraian terjadi pada saat persidangan terjadi.

*1bid., h. 73-74.
®> Mohd. Idris Ramulyono, Hukum Perkawinan |slam, cet. ke-2, (Jakarta : PT Bumi
Aksara, 1999), h. 153 - 154.



7. Padapasal 116, Khuluk dilaksanakan dengan ketentuan alasan perceraian.

8. Li’an merupakan pemutusan pernikahan yang dijeelaskan dalam Kompilasi
Hukum Islam dari pasal 125 sampai 128.

9. Fasakh dijadikan putusnya perkawinan atau rusaknya pernikahan yang
menyebabkan adanya masa iddah.

10. Syigag merupakan kelanjutan dan bagian dari nusyuz. Perceraian yang
terjadi dari percekcokkan dan pertengkaran antara suami istri karena
karakter, watak, ataupun sifat.

11. llla’ adalah sumpah atau janji yang diucapkan seorang suami kepada
istrinya untuk tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu.®

Perceraian merupakan jalan terakhir yang dilakukan oleh suami dan isteri.
Yang dikatakan hal terakhir, jika ikatan pernikahan tidak dapat lagi
dipertahankann keutuhan dan tidak dapat dijalani lagi perceraian dan telah

ditempuh dengan berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian.

Perceraian yang terjadi di masyarakat makin hari makin meningkat,
termasuk juga di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Tidak dipungkiri seorang
Pegawal Negeri Sipil juga seorang manusia biasa yang memiliki psikis, naluri
dan kebutuhan biologis yang sama dengan orang lain, yang membedakan

hanyalah status dan pekerjaan.

Pokok — pokok Kepegawaian dalam Undang — Undang No.8 Tahun 1974
mendefinikan bahwa Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang — undangan yang berlaku, yang

® Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fagih, Hukum Perkawinan |slam, (Y ogyakarta :
GamaMedia, 2017), h. 119 - 125,



diangkat oleh pgabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan
negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang di tetapkan berdasarkan suatu
peraturan perundang — undangan dan digagji menurut peraturan perundang -
undangan yang berlaku (Pasal 1 huruf a).” Pegawai Negeri mempunyai bagian
lagi, yaitu terdapat dalam Undang — Undang No.8 Tahun 1974 bahwa pegawai

negeri terdiri dari®:

a) Pegawal Negeri Sipil dan

b) Anggota Angkatan Bersenjata RI
Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

a) Pegawai Negeri Sipil Pusat
b) Pegawai Negeri Sipil Daerah
c) Pegawa Neger Sipil Lainnya yang telah ditentukan dengan peraturan

pemerintah.

Daam perceraian Pegawai Negeri Sipil cukup berbeda dengan masyarakat
biasa. Untuk melengkapi syarat Pegawa Negeri Sipil harus meminta izin berupa
surat izin berceral dari atasannya. Y ang dimaksud dengan surat izin adalah surat
yang dibuat oleh pemerintah atas dasar peraturan perundang — undangan untuk
diterapkan pada peristiwa konkrit berdasarkan prosedur dan persyaratan tertentu.’
Sesual dengan yang dijelaskan dalam PP No. 10 tahun 1983 Pasal 3 disebutkan

bahwa:

" Philipus M. Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet ke—9
(Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005), h. 214.

® Ibid.

® Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara edisi revisi, cet — 14 (Depok : Rgjawali Pers,
2018), h. 201.



Pegawal Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib
memperoleh izin lebih dulu dari pejabat.

Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) digukan secaratertulis.

Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan

yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Dan dirubah ke dalam PP No. 45 tahun 1990 perubahan atas PP tentang

izin pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

1)

2)

3)

Pegawal Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib
memperoleh izin atau surat keterangan lebih dulu dari pejabat.
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berekedudukan sebagai
penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan
sebagal tergugat untuk memeperoleh izin atau surat keterangan
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan
permintaan secaratertulis.

Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan
perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus

dicantumkan alasan yang lengkap mendasarinya.

Pegawal Negeri Sipil yang ingin melakukan proses perceraian diharuskan

meminta dan memiliki izin dari atasan. Di Mahkamah Syari’ah Kuala Simpang

peneliti menemukan perkara yang menerima perkara perceraian Pegawa Negeri

Sipil, dengan perkara No. 347/Pdt.G/2013/MS-KSG tanpa surat izin dari atasan.

Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian diharuskan



mendapat izin atasannya berupa surat yang dikeluarkan oleh pejabat setempat.
Dan mengapa hakim mengabulkan perkara tersebut tanpa surat izin dari atasan

Pegawain Negeri Sipil tersebut.

Penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang
berjudul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALA
SIMPANG NO. 347/PDT.G/2013/MSKSG MENGENAI PERCERAIAN
BAGI PNS MENURUT PP NO. 10 TAHUN 1983 JO PP NO. 45 TAHUN

1990

B. Pembatasan M asalah

Peneliti melakukan sebuah penelitian dengan judul ANALISIS PUTUSAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALA SIMPANG No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg
MENGENAI PERCERAIAN BAGI PNS MENURUT PP No. 10 Tahun 1983 Jo
PP No. 45 Tahun 1990 Dan dari uraian latar belakang , penulis membatasi
permasalahan pada penelitian ini. Agar fokus pada Analisa putusan Mahkamah

Syar’iyah dalam memutuskan perkara perceraian PNS.

C. Rumusan Masalah

1) Bagaimana aturan perceraian bagi PNS menurut No. 10 Tahun 1983 Jo
PP No. 45 Tahun 1990 ?
2) Bagaimana  analisis putusan Mahkamah Syar’iyah No.
347/Pdt.G/2013/MS.K sg ?
D. Tujuan Pendlitian
Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi adalah sebagal

berikut:



1. Untuk Menetahui aturan perceraian bagi PNS menurut No. 10
Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990.
2. Untuk Mengetahui analisis putusan Mahkamah Syar’iyah No.

347/Pdt.G/2013/M S.K sg.

E. Manfaat Penditian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka
manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah
sebagal berikut:

1. Manfaat Teoritis
Adapun manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan menambah
bahan referensi atau bahan bacaan, menambah pengetahuan, menambah
informasi mengenai aturan perceraian pada putusan terhadap perceraian

Pegawai Negeri Sipil.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah menambah
pengetahuan bagi masyarakat bagaimana Pegawai Negeri sipil yang ingin

melakukan perceraian di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang.

F. Kajian Pustaka
Daam rangka perbandingan kajian penelitian yang peneliti bahas dengan

beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya. Maka penulis mengambil



skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan judul dan jenis permasalahan yang
diteliti. Dengan tujuan mengetahui apakah permasalahan yang peneliti bahas
belum pernah diteliti ataukah sudah pernah diteliti oleh peneliti-pendliti
sebelumnya. Peneliti menemukan hasil penelitian-penelitian terkait dengan

pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

1. Pendlitian Alfan Khaerul Umam. NIM 10340064, dalam Skripsi Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas I1slam Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta
yang berjudul “Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perceraian
PNS Daerh Kabupaten Ciamis Tahun 2014”. Yang menjadi pembahasan
dalam skripsi ini adalah pada Undang — Undang, Peraturan Pemerintah,
maupun surat edaran sudah beredar diketahui tertulis beberapa alasan yang
diperbolehkan dalam perceraan Pegawa Negeri Sipil. Akan tetapi,
didaerah Kabupaten Ciamis tahun 2014 adanya alasan lain selain beberapa
aturan yang ada yaitu, perselishan, pihak ke — 3, ekonomi, tidak adanya
keturunan diberikan izin untuk bercerai. Persamaan dari skripsi ini adalah
tentang membahas tentang Pegawa Negeri Sipil. Sedangkan dalam
Penelitian ini menganalisa perkara No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg tentang
perceraian Pegawal Negeri Sipil.

2. Pendlitian Rizky Putri Nikmah, NPM 1506200355, dalam Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul
“Akibat Hukum Pegawai Negeri Spil Yang Melakukan Perceraian Tanpa
Izin Dari Pgabat (Sudi di Pengadilan Agama Medan).”” Yang menjadi
pembahasan dalam skripsi ini adalah akibat hukum dari Pegawai Negeri

Sipil yang bercera tanpa surat izin dari atasan belum diatur jelas dan



belum kuat. Akibatnya sidang ditunda selama 6 bulan ataupun kasusnya
dicabut. Persamaannya pada skripsi ini menjelaskan akibat dari bercerai
PNS surat izin menggunkan undang — undang disiplin PNS terbaru.
Sedangkan dalam  Penelitian ini  menganalisa perkara  No.
347/Pdt.G/2013/MS.Ksg tentang perceraian Pegawai Negeri  Sipil
perkaranya ditunda selama 3 bulan.

3. Penelitian Ahmad Zaki Muntafi, NIM 11140440000043, dalam Skrips
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
yang berjudul “Fenomena Perceraian PNS dan Peran Bupati Ki Enthus
Susmono Dalam Pencegahannya Di Kabupaten Tegal.” Yang menjadi
pembahasan dalam skripsi ini adalah fenomena meningkatnya perceraian
dikalangan Pegawai Negeri Sipil terutama guru di daerah Kabupaten
Tegal. Peran Ki Enthus Susmono selaku bupati yang memberikan
pengalamannya yang telah menikah berulang kali agar memberikan saran
dan nasehat. Pada dasarnya dampak sosia tidak tampak mengalami
penurunan . Akan tetapi, peran beliau dapat menurunkan angka perceraian
Pegawal Negeri Sipil khususnya dikalangan guru. Persamaan dari skripsi
ini membahas tentang Pegawal Negeri Sipil. Sedangkan dalam Penelitian
ini menganalisa perkara No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg tentang perceraian

Pegawai Negeri Sipil.

G. Kerangka Teori
Dalam menganalisa pemasal ahan tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil
ini, teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum.

Penggunaan teori efektivitas hukum didasarkan pada Soerjono Soekanto yang
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mengatakan bahwa efektif merupakan seberapa jauh suatu kelompok dapat
mencapai tujuannya.’® Sehubungan dengan teori efektivitas hukum ini , ke-
indentifikan hukum tidak hanya menjadi unsur paksaan eksternal namun dengan
juga adanya proses pengadilan.

Teori efektivitas menurut Sogjorno Soekanto memiliki beberapa faktor
menandakan efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu **:

1) Faktor hukumnya sendiri;

2) Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk maupun yang
yang menerapkan hukum;

3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegak hukum;

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu diterapkan dan
diberlakukan;

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai rasa, cipta dan hasil karya yang
dihasilkan berdasarkan sifat dan lingkungan manusia didalam pergaulan
hidup
Daam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Dan Kompilass Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan mengenai perceraian
didaamnya. Dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa
perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Begitupun yang

dijelaskan dalam Pasal 155 KHI. Peran pengadilan memiliki subyek penting

19 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Banadung: CV,
Ramadja Karya, 1988), h. 80. Dalam jurnal ilmiah Al-Jauhari, Nurhayati Hasan dan La Haji
“Efektivitas izizn atasan dalam perceraian diwilayah hukum pengadilan agama Limboto
(Gorontalo : IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018).

! Sogjorno Soekanto, Faktor — Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, (Jakarta :
PT. Rgja Grafindo Persaada, 2008), h.8.

10
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dalam perkara perceraian. Hail itu tentu tidak bisa diganggu gugat karena telah
berdasarkan undang — undang.
Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pada Pasal 38 dan Pasd
113 KHI  mengartikan perceraian adalah putusnya perkawinan, penjelasan
tersebut dapat dibaca pada bab VIII (Putusnya Perkawinan dan Akibatnya).
Disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:
1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan
Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang
diatur dalam UUP yang ditempatkan pada Bab VIl dimana pasal 38 menentukan:
“ Perkawinan dapat putus, putusnya perkawinan karena perceraian bukanlah suatu
hal yang mutlak terjadi karena dapat diatasi agar tidak terjadi peceraian. Karena
tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera,
maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya
perceraian.™
Daam ha perceraian bagi pegawa negeri sipil (PNS) yang hendak
bercerai maka diwajibkan untuk memintaizin berceral terlebih dahulu dari atasan.
Mengenai hal ini sudah di atur jelas di dalam dalam PP No 45 tahun 1990
perubahan atas PP No 10 tahun1983 tentang 1zin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawal Negeri Sipil. Di dalam PP No 45 tahun 1990 tersebut sudah sangat jelas
bahwasanya setiagp PNS yang hendak melakukan perceraian wajib memperoleh

izin dari pejabat/atasan terlebih dahulu.

12 Armia, Fikih Munakahat (Medan: Manhaji,2016),h.178

11
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H. Definisi Istilah

1. Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara
pasangan suami-istri dan mereka berketatapan untuk tidak menjalankan
tugas dan kewagjiban suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal
serumah bersama karena tidak ada ikatan yang resmi.*?

2. PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan pegawa yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pgabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau tugas negara lainnya, dan
diggi berdasarkan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

3. PP (peraturan pemerintah) adalah peraturan perundang — undangan di
Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang —

Undang sebagai mana mestinya.'*

|. Sistematika Pembahasan

BAB | Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah,
Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Definisi Istilah, Sistematika Pembahasan. Bab |
ini merupakan landasan pemikiran dari sebuah penelitian, fungsinya adalah untuk

menguraikan dan menjelaskan bab-bab selanjutnya.

BAB Il Landasan Teori yang berisikan : Peneliti membagi dalam 2 kelompok
yaitu, yang pertama Perceraian menguraikan : Pengertian Perceraian, Dasar
Hukum Perceraian, Macam - Macam Perceraian, Akibat Hukum dari

Perceraian, Alasan — Alasan Perceraian,. Yang Kedua Pegawai Negeri Sipil

3 Dedi Siswanto, Anak di Persimpangan Perceraian Menilik Pola Asuh Anak Korban
Perceraian, (Surabaya : Airlangga University Press, 2020), h.11

¥ Ridwan Halim, Hirarki Perundang-Undangan Indonesia, cet. Ke-9 (Jakarta:
Rajawali Press, 2007)., h. 27.

12
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menguraikan : Istilah dan Pengertian PNS, Tugas, Hak dan Kewajiban PNS,
Alasan yang dibenarkan dalam Perceraian PNS, Hukuman Disiplin bagi PNS.

BAB Il Metode Penelitian berisikan : Metode Penelitian, Jenis Penelitian,
Pendekatan Penelitian, Lokasi Pendlitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan
Data, Andisis Data

BAB 1V Hasil Penelitian berisikan : Aturan Perceraian bagi PNS menurut
No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990, Hasil Analisa Putusan Mahkamah
Syari’ah Kuala Simpang No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg Mengenai Perceraian Bagi
PNS, dan Analisa Peneliti.

BAB V berisikan : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

13



BAB |1
LANDASAN TEORI

A. PERCERAIAN
1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut  bahasa berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut
Istilah (syara’) perceraian merupakan istilah maupun sebutan untuk melepaskan
ikatan/jalinan pernikahan®®. Dalam artian umum bisa diartikan segala macam
bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang dapat ditetapkan oleh hakim.
Sedangkan dalam arti khusus adalah pihak suami  yang hanya dapat menjatuhkan
talak.*®

Daam Undang — Undangan Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengartikan
perceraian adalah putusnya perkawinan. Putusnya ikatan pernikahan tidak
mungkin tanpa adanya sebuah masalah, adanya beberapa masalah yang timbul
dijadikan alasan pemutusan perkawinan. Terjadinya pemutusan perkawinan ini
bukanlah untuk masalah ringan ataupun sepele, melainkan untuk masalah ataupun
hal yang besar sebagai jalan terakhir. Oleh karna itu perlu diketahui bahwa
peraturan tentang putusnya ikatan pernikahan ini menimbulkan akibat yang
terjadi setelah putusnya pernikahan.

Daam Undang — Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 38 disebutkan
bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas keputusan
pengadilan. Sebab Pertama yaitu kematian, hal ini tidak perlu lagi bicarakan
karena jelas, konsekuensi dari kematian ini menyebabkan putusnya pernikahan.

Dalam hal ini suami atau istri secara otomatis telah terputus pernikahannya,

> K hoirul Abror, Hukum Perkawinan....h. 161
°Spemiyati, Hukum Perkawinan 1slam dan Undang — Undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974, ( Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), h. 103.

14
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khusus untuk istri yang telah di tinggal mati berlaku masa iddah kepadanya
selama 4 bulan 10 hari. Sebab putusnya pernikahan selanjutnya adalah perceraian
atau ungkapakan talak suami untuk istri.’

Perceraian dalam Islam, berasal dari kata ithlaq yang serimg disebut dengan
talak yang diartikan meninggalkan atau melepaskan. Sedangkan secara istilah
agama, taak merupakan bubarnya ikatan pernikahan atau lepasnya ikatan
pernikahan.'® Pada pengertian thalaq ualama mahzab memberikan pendapat yan
berbeda - beda

Ulama mahzab Syafi’i berpendapat bahwa arti thalaq sebagai |epasnya akad
dengan lafadz thalaq atau ucapan yang sama artinya dengan thalag. Ulama
mahzab Hanafi mengatakan thalaq bahwa lepasnya iktan pernikahan dimasa
depan denganucapan dari suami dengan kaliamat khusus. Sedangkan ulama
mahzab Maliki memberi pendapat thalag merupakan sifat hukum yang dapat
mengugurkan kehalalan berhubungan antara suami dan istri.*

Daam ketentuan thalag, ulama mahzab menjelaskan pendapat mereka bahwa
hukum terhadap talak ini ada 3 hal yaitu®:

1. Wagjib, di perbolehkan jika terjadi permasalahan berat dan tidak ada
jalan lain sedlain berpisah, dan tidak ada orang yang bisa mengatasi
atau menengahi permasal ahan.

2. Sunnah, yaitu seorang istri yang sudah mengabaikan perintah Allah

dan Agama seperti hukum syari’ah atau ibadah.

Y Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fagih, Hukum..., h. 104.

'8 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 135.

¥ H.S.A Al Hamdani, Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Pustaka
Amani, 2002), h. 50 - 51.

% Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fagih, Hukum.....,h.105.
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3. Haram, jika perpisahan itu untuk alasan/ kepentingan duniawi, yang
menimbulkan kemudharatan (banyak kejelekannya) bagi kedua pihak

bukan untuk kemaslahatan (manfaatnya).

Daam Kompilass Hukum Islam Pasal 113, menyebutkan perkawinan bisa

putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian

3. Putusan Pengadilan

Dalam Pasal 11 disebutkan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena
perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”
Didalam pasal 115 dijelaskan bahwa perceraian yang terjadi di Pegadilan atau
didalam sidang perceraian setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua

belah pihak..
2. Dasar Hukum Perceraian
Diperbolehkannya seseorang bercerai terdapat beberapa ayat didalam Al-

Qur’an sebagai sumber hukum. Firman Allah Swt. Dalam surah An-Nisaayat 21 :

T 'L.L:L:.Il,f. 'Lé_'.::__,__;} ;.,_J"—_—m.._f- @:‘-—':"jj .__,Jf:‘;t’ ,_fl,.\g ;:Jb.ﬁ:i:t; .._9‘:";3 :A;j ;3.;)..:.}@ ﬂj

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan

mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”
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Ayat Al — Qur’an mengenai hukum tentang perceraian terdapat pada Surah

Al-Bagarah ayat 227 :

@ e fal BT, 3 SUBNTLASE o
Artinya : ” Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” Ayat diatas
menjelaskan Allah memperbolehkan terjadinya perceraian, yang dimaksudkan
ayat ini adalah perceraian sebagai jalan terakhir penyelesaian pernikahan.
Sebenarnya Islam tidak melarang perceraian. Namun Allah SWT tidak menyukai

perceraian. Melalui Sabda Rasulullah SAW

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : “Perkara halal yang sangat dibenci
Allah ialah talak (cerai)”. Yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah karena
memilik banyak mudharatnya, tidak hanya hubungan suami dan istri yang terpisah
akan tetapi hubungan kedua keluarga besar yang juga akan renggang. Dan juga

akan berdampak pada anak — anak yang tidak dapat kasih sayang yang utuh.

3. Macam — Macam Perceraian

Baik yang terdapat dalam KHI maupun Undang — Undang Perkawinan,
akibat hukum mucul ketika putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami
dengan istri dapat dilihat beberapa garis hukum. Akibat Perceraian ini dapat

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu :
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1. Taak
Salah satu putusnya pernikahan ialah talak. Talak berasal dari kata
“ithlaq” yang berarti lepasnya atau berakhirnya ikatan perkawinan.
Sedangkan secara syarak talak yakni melepas jalinan perkawinan dan
mengakhiri hubungan suami isteri. #* Talak merupakan ucapan khusus dari
suami dihadapan Pengadilan Agama, dengan ketentuan yang dimaksud
dalam KHI pasal 129, 130,131.
Pasal 129
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan
permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang
meliwayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar
diadakan sidang untuk keperluan itu.
Pasal 130
Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan
tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum
banding dan kasasi.
Pasal 131
1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelgari permohonan
dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh
hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan
tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan

talak.

2 H.S.A. Al-hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan..., h. 202.
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2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak
dan ternyata cukup aasan untuk menjatuhkan talak serta yang
bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga,
Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami
untuk mengikrarkan talak.

3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami
mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh
isteri atau kuasanya.

4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulah
terhitung sgak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak
baginya mempunyai kekuatah hukum yang tetap maka hak suami untuk
mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.

5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat
penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan
bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta
surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawa Pencatat Nikah yang
mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai
kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan
helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Daam Idam talak mempunyai beberapa macam, jika ditinjau dari segi

waktu dijatuhkannya, talak terbagi menjadi 3 yaitu® :

%2 7akiah Daradjat, Ilmu Figih, (Y ogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 173
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a. Talak sunni merupakan talak yang diucapkan dan/atau dijatuhkan
dalam ketika s wanita dalam keadaan suci dan tidak di campuri di
waktu suci tersebut. Ada beberapa syarat dalam talak sunni, yaitu :

1. Istri harus telah dicampuri, jika talak dijatunkan kepada istri yang
belum dicampuri bukan termasuk talak sunni.

2. Istri dapat melakukan iddah sucinya setelah di talak, yaitu dalam
keadaan suci dari haid.

3. Taak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik diawal,
di pertengan , maupun diakhir suci.

4. Suami tidak menggauli istri disaat masa suci disaat jatuhnya tal ak.
Talak yang jatuh saat suami telah mencampuri istrinya itu bukan
merupakan talak sunni.

b. Talak yang di larang atau talak bid’l, yaitu talak yang di ucapkan dalam
keadaan s wanita tengah haid, dan istri dalam keadaan suci tetapi telah
dicampuri padawaktu suci. Yang termasuk talak bid’l adalah

1. Tdak yang dijatukan kepada istrinya dalam keadaan haid, bak
diawa maupun di pertengahan haid.

2. Taak yang dijatuhkan kepadaistri dalam keadaan suci tetapi suami
telah mencaprinya dimasa sucinya tersebut.

c. Talak la sunni wala bid’i, yaitu talak yang tidak termasuk dalam bagian
talak sunni maupun talak bid’i.

1. talak yang jatuh padaistri yang belum pernah dicampuri.
2. Taak yang jatuh pada istri yang belum peenah haid, atau isri yang

elah lepas haid (menopause).
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3. Taak yang jatuh padaistri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata — kata yang diucapkan sebagai talak,

maka talak tersebut dibagi menjadi :

a. Talak Sharih, merupakan ucapan yang dikeluarkan dengan jelas dan
tegas dan dapat dipahami sebagai pernyataan talak maupun cerai.
Dalam menjatuhkan talak sharih jika suami mentalak istrinya dengan
talak sharih maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya, selama
ucapannya itu dalam keadaan sadar dan dengan kemauannya sendiri.

b. Taak Kinayah, yaitu ucapan yang dilontarkan dengan menggunakan

kata— kata sindiran.

Talak yang ditinjau berasarkan kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas

istri, dibagi menjadi 2 bagian :

A. Talak raj’i adalah talak satu dan dua, pada talak ini suami istri
masih bisa rujuk kembali selama masa iddah. Talak raj’l didasari

pada surah Al- Bagarah ayat 229 :

@ S e Tl A LR S BAAT

Artinya: Taak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh

rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara
yang baik.

Ayat ini menjelaskan Allah bahwa talak yang telah

dijatuhkan suami satu per-satu atau tidak segaligus, dan bahwa

suami diperbolenkan memelihara kembali mantan atau bekas
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istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, begitupun
untuk talak kedua. Arti memelihara kembali disini adalah dengan
merujuknya dan mengembalikan lagi ikatan pernikatan yang telah
putus dan suami  kembali berhak mengumpuli  dan
mempergaulinya dengan cara yang baik.

b. Taak ba’in, ialah talak yang tidak memperkenankan bekas suami
merujuk bekas istri. Untuk mengembalikan bekas istri, siharuskan
melalui akad nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat —
syaratnya.

Talak bai’in terbagi 2 macam yaitu:

ba’in sugra adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali
tetapi diperbolehkan menikah kembali dengan akad yang
baru dengan mantan suami meskipun dalam masaiddah.

Talak ba’in kubra adalah talak yang di kena dengan talak
tiga. Talak jenis ini s istri tidak dapat lagi dirujuk dan
tidak dapat dinikahi lagi, terkecuali jika s istri sudah
menikah dengan orang lain lalu bercerai. Dasarnya

terdapat pasa surah Al-Bagarah ayat 230:
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Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang
kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia
kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu
menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah
hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)

mengetahui.

2. Khuluk
Khuluk merupakan putusnya pernikahan yang disertai dengan
segjumlah harta (‘iwadh) untuk suami dari istri sebagai penebusan diri
ataupun imbalan agar terlepas dari ikatan pernikahan. Dasar hukum

yang menyari’atkan khuluk terdapat pada surah Al- Bagarah ayat 229:
BB &5 A0, 15 1,856 & 2 Y ...
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Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika
kamu Kkhawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, makatidak ada dosa atas keduanya
tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.
[tulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.
Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah
orang-orang yang zalim.”

Imam mazhab berbeda — beda pendapat dalam hal khuluk ini,
tentang apakah dibolehkannya wanita menerima khuluk dapat diikuti
dengan talak atau tidak. Imam Hanafi berpendapat khuluk dapat
diikuti dengan talak tanpa memisahkan penentuan waktunya.
Sedangkan Imam Maliki berpendapat khuluk itu tidak dapat diikuti
dengan talak kecuali pembicaraannya bersambung.?® Yang dimaksud
dengan bersambung ini adalah ada pembicaraan sesudah khuluk atau
ada jatuhnyatalak setelah pembicaraan itu.

Pada pasal 116, Khuluk dilaksanakan dengan ketentuan alasan
perceraian.

3. Lian
Li’an menurut istilah hukum Islam adalah sumpah yang diucapkan
oleh suami saat menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali

kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dengan tuduhannya,

2 M.A. Tihami dan Sohrani Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengka, (Jakarta :
Raja Grafindo Persada), h. 315.



25

lau pada kesaksian kelima disertai perrsyaratan bahwa ia siap
menerima laknat Allah jikaia berdusta dengan tuduhannya.
Dasar hukum Li’an bagi suami yang telah menuduh istrinya berbuat

zinadiatur Allah dalam surah An — Nur ayat 6-7:

aaas R LBl 15gR Y (ARG D), tei il 4a Gl

;
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Artinya : 6. Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina),
padaha mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka
sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan
nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang
benar. 7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika
diatermasuk orang-orang yang berdusta

Li’an merupakan pemutusan pernikahan yang terdapat dalam

Kompilasi Hukum Islam dari pasal 125 sampai 128.

. Fasakh

Fasakh merupakan putusnya perkawinan atau rusaknya pernikahan

yang menyebabkan masa iddah. Fasakh ini juga diartikan dengan
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batalnya perkawinan ataupun putusnya perkawinan. Fasakh artinya
batal ataupun putus.®*
Fasakh dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu sebagai berikut *:
Karena ada balak (penyakit kulit belang).
Karenagilaatau ODGJ.
Karena penyakit kusta.
Karena adanya penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dan lain
sebagainya.
Karena adanya daging tumbuh pada kemaluan pada wanita
sehingga menghambat tujuan/maksud dari  pernikahan
(bersetubuh).
Karena ‘unnah, yaitu zakar laki — laki yang impoten, sehingga

tidak mencapal yang dimaksud dengan nikah.

Alasan lain yang dapat meneyebabkan Fasakh adalah perkawinan
yang dilakukan oleh wali s wanita dengan yang bukan jodohnya.
Contohnya: walinya menikahkan seorang penzina atau seorang budak
denga seorang yang merdeka. Suami tidak dapat memulangkan
istrinya dan tidak dapat pula membelanjakan istrinya sedangkan
isrtinya itu tidak rela. Suami yang miskin, setelah kemiskinannya
disaksikan oleh beberapa orang yang dapat dipercaya, yang artinya

suami tidak dapat lagi memberikan nafkah terehadap istrinya.

5. Syigaq

#glamet Abidin dan H. Aminuddin, Figh Munakahat 2, ( Bandung : Pustaka Setia,
1999), h. 73.
“M_.A. Tihami dan Sohrani Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian.....,h.198-201.
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Syigag merupakan kelanjutan nusyuz. Syigaq dapat diartikan dengan
perselishan®® ataupun retak®’. Sedangkan menurut istilah adalah
perselishannya suami istri yang diselesaikan oleh 2 orang hakam,
yaitu dari pihak istri dan pihak suami. Syigaq juga berarti Perceraian
yang terjadi karena percekcokkan suami istri karena karakter, sifat,
ataupun watak.

Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 35 yang menjadi

dasar hukum Syigaq ini.

1GAal 5 B8 bl 2s B80S 100 gl i 23Es o
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Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan
seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal.

Yang diamksud dalam ayat ini adalah jika terjadi kasus Syigaq ,
maka jalan penyelesaiannya adalah dengan menghadirkan seorang
hakam dari pihak suami dan pihak istri agar diusut tentang sebab

mengapa terjadi syigaq serta berusaha untuk mendamaian antara

% K amal Mukhtar, Asas — asas Hukum |slam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1974), h.188; M.A. Tihami dan Sohrani Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian.....,h.188.

h. 88.

" Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam cet-10, (Y ogyakarta: Ul Press, 2004),
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keduanya atau dicari jalan keluar yan terbaik dalam pernikahan
tersebut.?®
6. llla’
Illa’ adalah sumpah atau janji yang diucapkan dengan nama Allah
Swt. oleh seorang suami kepada istrinya untuk tidak mencampuri
istrinya dalam waktu tertentu.
Dasar hukum yang mengatur illa’ ini terdapat dalam surah Al-

Bagarah ayat 226-227:

AL
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Artinya : 226.Kepada orang-orang yang meng-ilaa’ isterinya diberi
tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali
(kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang. 227. Dan jika mereka berazam (bertetap hati
untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.

Allah Swt. telah mengatur batas waktu untuk suami yang telah
meng -illa’ selama 4 bulan lamanya, agar menjari pelajaran suami
maupun istri. Karena dalam menyatakan sumpah tersebut terdapat

kebencian athara mereka berdua

% Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat cet-3, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 242.
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Selama 4 bulan tersebut suami diwajibkan untuk menjauhi istrinya,
agar suaminya menyesali apa yang telah ia lakukan dan memberi
kesempatan untuk melembutkan hari serta menghilangkan rasa
kebencian terhadap satu sama lain. Jika selama 4 bulan suami tidak
mencabut sumpahkanya maka suami dapat menjatuhkan talaknya.?
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra berkata bahwa : illa’nya orang -
orang Jahiliyah itu lamanya setahun, dua tahun, bahkan lebih. Maka
Allah memberikan batasan waktu selama 4 bulan. Barang siapa
illa’nya kurang dari 4 bulan maka itu bukan illa’.

4. Akibat Hukum dari Perceraian

Akibat putusnya perkawinan karen bercerai ialah™;

1. Bagi seorang anak yang belum mumayyiz ibuk berhak mendapatkan
hak asuhnya, kecuai ibunya meninggal, kedudukannya boleh
digantikan oleh:

a. wanita— wanitadalam garislurus dari ibunya;
b. ayah;
C. wanita— wanitadalam garislurus dari ayahnya;
d. saudaradari anak yang bersangkutan
e. wanita— wanitakerabat sedarah dari garis samping ibu;
f.  wanita— wanitakerabat sedarah dari garis samping ayahnya.
2. Anak yang telah mumayyiz dapat memilih salah satu dari orang tuanya

untuk tinggal bersama ayah ataupun ibunya.

#1bid, h. 237 - 238.
%Berdasarkan Pasal 156, Kompilasi Hukum Islam.
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3. Jika pemilik hadhanah tidak dapat menjamin jasmani dan rohani s
anak, meskipun nafkah tercukupi. Maka, kerabat yang berhak dapat
mengajukan ke Pengadialan Agama untuk memindahkan hak hadhanah
tersebut.

4. Semua biaya hadhanah menjaadi tanggungan ayahnya sesual
kemampuannya, sampai kurang lebih anak tersebut dewasa atau dapat
mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

5. Jika terjadi perselishan hadhanah antara ibu dan ayah, Pengadilan
Agama memutuskan berdasarkan poin 1,2,3, dan 4.

6. Pengadilan Agama dapat mengigatkan jumlah biaya pemeliharaan dan
pendidikan berdasarkan kemampuan ayah.

5. Alasan — Alasan Perceraian

Berdasarkan pasa 116 yang terdapat dalam Kompilass Hukum Islam

alasan — alasannya perceraian adalah :

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pegjudi, dan

lain sebagainya yang susah untuk disembuhkan;

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut — turut

tanpa alasan yang sah atau karenaada hal lain si luar kemampuan;

Salah satu pihak menerima hukuman penjara 5 tahun atau jenis hukuman

berat lainnya setelah perkawinan berlangsung;

Salah satu pihak melakukan penganiyayaan atau kekerasan yang

membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak mempunyai cacat badan taupun penyakit sehingga tidak

dapat melakukan hubungan suami istri;
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Selama pernihakan antara suami istri terus — menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukum kembali.

suami melangar taklik talak.

Peralihan agama atau salah satu pihak murtad dan terjadi ketidak

harmonisan rumah tangga.

B. Pegawai Negeri Sipil

1. Istilah dan Pengertian PNS

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari beberapa kata, yaitu Pegawai, dan Negeri.
Kata “Pegawa” memiliki artian orang yang bekerja pada perusahaan,
pemerintahan, dan sebagainya. Sedangkan kata “Negeri” dapat diartikan
pemerintahan atau negara™ Jadi Pegawai Negeri Sipil dapat diartikan sebagai
orang yang bekerja pada pemerintahan.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam undang — undang nomor 8
tahun 1947 tentang pokok — pokok kepegawaian juncto undang — undang Nomor
43 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1947
tentang Pokok — Pokok Kepegawaian. Daam dua Undang — Undang ini
menjelaskan arti yang sama yaitu “ Pegawa Negeri Sipil adalah mereka yang
setelah memenuhi syarat — syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang —
undangan yang berlaku , diangkat oleh pegabat yang berwenang dan diserahi tugas
negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu

peraturan perundang — undangan yang berlaku.”

3Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.842.
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Pada tangga 15 September 2014, Pemerintah mengeluarkan dan
mensahkan Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara. Pada Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini memberikan pengertian
bahwa “Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indnesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah”. Dalam Pasal 6
Undang — Undang ini menyebutkan “Pegawai ASN terdiri dari atas PNS dan
PKKK”. Dengan mengeluarkan Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014
menjadikan UU Nomor 8 Tahun 1947 Juncto Undang — Undang Nomor 43 Tahun

1990 tidak diberlakukan lagi.

2. Tugas, Hak dan Kewajiban PNS
a TugasPNS

Pegawai Negeri Sipil merupakan orang yang memenuhi syarat
yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang atau yang telah
menjabati suatu jabatan negeri, dan digaji sesual Peraturan perundang
— undangan yang ada. PNS diharuskan meningkatkan kinerja dan
profesinalisme agar diharapkan menerapkan undang — undang sesuai
tugas dan fungs dari masing — masing, karena jika tidak memahami
tugas dan fungs akan terasa sulit daam mewujudkan kinerja yang
baik.*

Daam Undang — Undang No. 5 tahun Tahun 2014 terdapat Tugas

dari Pegawal Negeri Sipil dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa :

% Tim Gramedia, “ Profesi Pegawai Negeri Sipil”,
https://www.googl e.com/amp/s/www.gramedia.com/pendidi kan/profesi -pegawai -negeri -
sipil/%3famp., di akses padatanggal 28/05/22. Pukul 17.22 WIB
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Pegawai Negeri Sipil berfungs :

a

M el aksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesua dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

b. Hak dan Kewagjiban PNS

Pegawal Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan yang telah

diangkat oleh peabat mempunya hak dan kewagjiban yang telah

ditentukan oleh Peraturan Pemerintah. Hak Pegawai Negeri Sipil

terdapat dalam UU No. 5 Tahun 2014 dalam Pasal 21 bab 4 tentang hak

dan kewajiban, yaitu haknya adalah :

PNS berhak memperoleh :

a

b.

C.

d.

€.

Ggji, Tunjangan, dan Fasilitas

Cuiti

Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
Perlindungan

Pengembangan kompetensi

PPPK berhak memperoleh :

a

b.

C.

Gagji dan Tunjangan
Cuti
Perlindungan

Pengembangan kompetensi.
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Kewajjiban Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Pasal 3 dalam UU

No. 53 tahun 2010 yakni menyebutkan:

Setiap PNSwagjib :

1. Mengucap sumpah/janji PNS.

2.  Mengucapkan sumpah/jan;ji jabatan.

3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang — Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Repuublik Indonesia, dan Pemerintah.

4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang — undang.

5. Meaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat
PNS.

7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri.
seseorang, dan/atau golongan.

8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus dirahasiakan.

9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara.

10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui
ada ha yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau
Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.

11. Masuk kerjadan menaati ketentuan jam kerja.

12. Mencapai sasaran kerjapegawai yang ditetapkan.



13.

14.

15.

16.

17.
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Menggunakan dan memelihara barangbarang milik negara dengan
sebaikbaiknya.

Memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat.

M embimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.

Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
karier. dan

Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pegabat yang

berwenang.

Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah terbaru No.

94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terdapat

dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyebutkan bahwa PNS wajib:

a

Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang_Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Pemerintah.

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah
yang berwenang.

Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.

Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun

di luar kedinasan.
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g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. dan

h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pasal 4

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasa 3,

PNS wajib:

a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS.

b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/jan;ji jabatan.

C.

Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi,
seseorang, danf atau golongan.

Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui
ada ha yang dapat membahayakan keamanan negara atau
merugikan keuangan negara.

Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masuk Kerjadan menaati ketentuan jam kerja.

Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan
sebaik-baiknya

Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan

kompetensi. Dan
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i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas
dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Adanya Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin

Pegawal Negeri Sipil menjadikan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegwai Negeri Sipil tidak diberlakukan.

3. Alasan yang dibenarkan dalam Perceraian PNS

Pegawal Negeri Sipil merupakan abdi negara dan termasuk unsur
aparatur sipil negara, yang apapun tingkah laku, perbuatan, dan ketaatan
terhadap Peraturan Perundang - undangan dijadikan teladan oleh
masyarakat, namun Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan
yang hamonis agar tidak akan terlalu mengganggu kewajiban — kewajiban
yang ada.

Daam perceraian pegawai negeri iipil telah disebutkan bahwa PNS
yang ingin melakukan perceraian wajib meminta izin atasan sebagai
syarat yang telah disebutkan pada PP No. 45 Tahun 1990. PNS yang akan
bercerai wajib memperoleh izin berupa surat izi keterangan lebih dahulu
dari Pgabat. Pada dasarnya, selain karena alasan pada Undang — Undang
No. 1 tahun 1974 ada beberapa alasan lain yang dapat dijadikan alasan
dalam perceraian pegawa negeri sipil . Dalam Surat Edaran Nomor :
08/SE/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawa negeri
sipil dan Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan

peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas
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peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan

perceraian bagi pegawai negeri sipil. Berdasarkan surat edaran tersebut

disebutkan bahwa Peawai Negeri Sipil dapat melakukan perceraian dengan

alasan yang sah, yaitu satu atau lebih alasan sebagai berikut :

a

b.

Salah satu pihak berbuat zing;

Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan pejudi yang
sukar disembuhkan;

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun
berturut — turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal
lain diluar kemampuannya;

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau
hukuman yang lebih berat secara terus — menerus setelah
perkawinan berlangsung;

Salah satu pihak melakukan kekeiman atau penganiayaan berat
baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;

Antara suami dan istri terus — menerus terjadi perselishan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam

rumah tangga.

4. Hukuman Disiplin bagi PNS
Pada Ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil PP awanya merupakan PP

No. 30 Tahun 1980. Namun, PP ini tidak lagi digunakan. Adanya PP terbaru yang

dikeluarkan tanggal 31 Agugtus 2021 menjadi aturan yang digunakan, aturan PP

tersebut adalah Peratutan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin

Pegawal Negeri Sipil. Pada PP No. 94 Tahun 2021 pasal 8 disebutkan adanya
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tingkatan dalam hukuman yang PNS terima jika melanggar aturan yang ada, yaitu

(2). Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
a. Hukuman Disiplin ringan;
b. Hukuman Disiplin sedang; atau

¢. Hukuman Disiplin berat.

(2).Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
aterdiri atas:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
C. pernyataan tidak puas secaratertulis.
(3).Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
selama 6 (enam) bulan;
b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
selama 9 (sembilan) bulan; atau
C. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
selama 12 (dua belas) bulan.
(4).Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdiri atas:

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
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b. .pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua
belas) bulan; dan
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

PNS.



BAB |11
METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode Pendlitian

Metode adalah prinsip — prinsip, tata cara maupun proses pemecahan
masalah.*® Metode merupakan cara kerja agar memudahkan pelaksanaan suatu
kegiatan yang bertujuan mencapai hasil yang ditentukan.®* 1lmu yang mempel gjari
tentang berbagai metode disebut metodologi. Metodologi ini berarti pengetahuan
mengenal metode — metode yang terdapat dalam suatu penelitian atau kagjian.
Maka dari itu, metodologi merupakan ilmu yang mempelgari tentang metode —
metode penelitian atau pengetahuan berbagai cara dalam penelitian.®® Sedangkan
Penelitian yang dalam bahasa Inggris-nya disebut dengan Research iaah suatu
kegiatan yang “mencari kembali” suatu kebenaran.*® Yang dimaksud dengan
pencarian kembali kebenaran adalah usaha para manusia untuk mengungkapkan
rahasia — rahasia dunia yang belum muncul ataupun yang telah muncul agar
mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Terkait dengan penelitian
banyak para ahli yang mendefinisikan penelitian ini akan tetapi, pada dasarnya
penelitian merupakan usaha yang dilakukan agar memperoleh, menguji dan
mengembangkan kebenaran dari permasalahan.”

Pada metode penelitian ini yang digunakan adalah Penelitian Pustaka
(Library Research), yaitu penelitian yang mengusahakan pengembangan terhadap

penelitian atau teori mengenai bidang ilmu yang ada kaitannya dengan masalah,

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul Press,1986), h. 6

% Departemen Pendidikan dan K ebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-
10 (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 652.

% Hajar M, Model — Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Figh, ( Depok :
Kalimedia, 2017, h. 8

% Soetandyo Wignyosubroto, Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya,
(Jakarta: Elsan, Huma) h. 139.
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metode — metode, serta teknik penelitian baik dalam pengumpulan data penelitian
untuk menganalisis penelitian yang telah digunakan pada peneliti terdahulu, agar
memperoleh kajian yang lebih luas dan menghindari adanya duplikasi yang tidak

diinginkan yang mengarah pada perkembangan konsep dan fakta yang ada.®

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitan yudiris normatif
(penelitian hukum normatif).  Penelitian hukum normatif merupakan studi
dokumen, yaitu mengkaji sumber data hukum seperti peraturan perundang —

undangan, teori hukum, pendapat para sarjana, dan juga keputusan/ ketetapan.®®

Pada penelitian normatif yang dikaji seperti Peraturan Pemerintah, buku -
buku hukum, skripsi, jurnal hukum, artikel hukum dan bahan pustaka lainnya,
sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan tentang Anaisa Putusan
Mahkamah Syari’ah Kuala Simpang No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg Mengenai

Perceraian Bagi PNS Menurut PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan
kasus (Case Approach). Kasus yang telah diadili dalam pengadilan merupakan
fokus utama di penelitian ini. Daam pendekatan kasus penelitian normatif
dimaksudkan mempelgjari norma didalam praktek hukum. Penggunaan

pendekatan kasus peneliti diharuskan memperhatikan tentang ratio decidendi,

3" Husaini Utsmani, Metode Research, (Y ogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1987),
h.67 dalam skripsi M. Igbal Mahasiswa IAIN Langsa dengan judul “Dampak Pemaksaan
Pernikahan Oleh Aparat Gampong Pada Pelaku Zina Terhadap Keluarga Sakinah(Studi kasus di
Kec. Ranto Pereulak Kab. Aceh Timur).

% Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996),
h. 13
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yaitu alasan — alasan hukum yang digunakan para hakim dalam memutuskan
perkaranya. Ratio decidendi ini menunjukkan bahwa ilmu hukum bersifat
preskripsi®*® bukan deskripsi ( bersifat mengambarkan keadaan yang sesuai
kenyataan/fakta). Pendekatan kasus hanya dapat dilakukan pada putusan dari
lembaga yang berwenang, misalnya putusan Mahkamah Agung, Pengadilan
Tinggi Agama, Hakim Pegadilan Agama, Lembaga Mgjelis atau Komis Fatwa,

maupun lembaga yang berwenang lainnya, bail dalam maupun luar negeri.

D. Lokas Pendlitian

Lokas penelitian adalah tempat yang dijadikan obyek penelitian. Untuk
penelitian kepustakaan dasarnya tidak menggunkan lokasi penelitian. Akan tetapi
tidak menutup kemungkinan menyebutkan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini,
peneliti mengambil lokasi atau obyek penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kuala

Simpang.

E. Sumber Data

Sumber data adalah bahan penelitian berupa buku — buku, ensiklopedia, jurnal
dan bahan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian®.
Berikut merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian, sebagai

berikut:

¥ |Imu yang preskripsi merupakan ilmu yang menelaah validitas aturan hukum, konsep
hukum, norma hukum dan tujuan hukum.
“0 Dadang Kamal, Metode Penelitian Agama, (Jakarta : Pustaka Setia, 2000), h.103
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a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari tempat
penelitian atau pengambilan sumber data dari subjek tempat penelitian®.
Sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu Putusan perkara No.
347/Pdt.G/2013/MS.Ksg dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983
Jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi

Pegawai Negeri Sipil.

. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang diambil
dari berbagai sumber maupun literature lainnya selama memiliki
kaitannya dengan masalah penelitian ini. Hal ini mempunyai fungs agar
melengkapi dan menambahkan data dari sumber data primer.** Data
sekunder didapatkan dari buku - buku, jurnal, makalah, kamus dan
tulisan — tulisan yang berhubungan dengan masalah perceraian Pegawai

Negeri Sipil.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, untuk

memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini,menggunakan

beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu™ :

“ M Igbal Hasam, Pokok — Pokok Penetitian dan Aplikasi, (Bogor: Ghalia Indonesia,

2002), h. 82
“2 | bid.
3 Reyvan Maulid , “Teknik Pengumpulan Data Sekunder Dengan Kajian Pustaka”,
https.//www.dglab.id/teknik-pengumpul an-data-sekunder-dengan-kajian-pustaka., di akses
Minggu, 19/06/22. Pukul 00.42
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1. Metode Observasi
Obervasi adalah Metode penumpulan data melalui pencatatan dan
pengamatan mengenai fenomena yang diteliti.** Pada observasi ini pendliti
menemukan kasus di mahkamah syar’iyah dan melakukan pra-penelitian terlebih
dahulu untuk mengetahui kasus yang sebenarnya dan sedikit melakukan
wawancara kepada anggota PTSP.
2. Metode Wawancara
Wawancara atau Interview adalah suatu kegiatan tanya jawab antara
pewawancara kepada narasumber untuk menggali informasi atau keterangan yang
dibutuhkan untuk suatu tujuan tertentu.” Interview ini di gunakan penulis sebagai
alat bantu dalam menggali dan mendapatkan data mengenai konteks dari
pembahasan yang diteliti.*°
Pada tanggal Juli 2022 Pendliti melakukan wawancara dengan Ketua
Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang untuk mendapatkan data pelengkap dalam
penelitian ini.
3. Metode Dokumentasi
Pada KBBI pengertian dokumtentasi adalah upaya pengolahan,
penyimpanan, pemilihan, dan pengumpulan informasi*’ mengenai hal-hal atau

variabel (yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, mgaah dan lain

4 Jacob Vredenbergt, Metode dan teknik penelitian masyarakat, (Jakarta : PT.
Gramedia,1978), h.72.

“> Atep Adya Barata, Dasar — Dasar Pelayanan Prima, (Jakarta : PT. Elex Media
Komputindo, 2003), h. 117 - 118.

“6 Basrowi Dan Sumandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,
2008), h. 127

4 Muryanto, “Dokumentasi: Pengertian dan Reduksi Pemaknaannya Kini”,
https.//sambiroto.ngawikab.id/2020/11/dokumentasi -pengerti an-dan-reduksi -pemaknaannya-
Kini/#:~:text=M enurut%20K B B1%2C%20defini s %620dokumentasi %20adal ah,koran%2C%20dan
%20bahan%20referensi %20l ain., diakses Jumat, 08/07/2022
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sebainya). Dokumen yang penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang
adal ah putusan No. 347/Pdt.G/2013/MS.K sg.
G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah untuk menyederhakan data kedalam bentuk yang
mudah dibaca. Analis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni
peneliatian yang mengarah pada norma hukm yang terdapat dalam perundang -
undang, putusan pengadilan maupun norma yang terdapat dimasyarakat.*®
Setelah mengumpulkan data dan mencermati validnya data dan adanya relevansi
dengan obyek kajian ini. Metode yang digunakan dalam menganalisi data dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menyusun atau mengumpulkan data

lalu melakukan analisa pada data tersebut.*

“8 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), h.20.
9 Winarno Suracmad, Pengantar Penelitian IImiah:; Dasar, Metode, dan Teknik,
(Bandung : Tarsito, 1990), h.139.



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Aturan Perceraian bagi PNS menurut No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45
Tahun 1990
Pegawal Negeri Sipil merupakan seseorang yang bekerja dan diangkat

oleh pemerintah. Pegawai Negeri Sipil seringkali dijadikan teladan dan panutan
oleh masyarakat. Untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil tidaklah mudah,
ada beberapa hak, kewajiban, dan larangan bagi Pegawa Negeri Sipil, sampai
dalam pernikahan dan perceraian diatur oleh Undang — Undang dan Peraturan
Pemerintah. Aturan perceraian Pegawai Negeri Sipil tercatat dalam Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 dalam
pasal 3 yang menyebutkan:

1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib
memperoleh izin atau surat keterangan lebih dulu dari pejabat.

2) Bagi Pegawa Negeri Sipil yang berekedudukan sebagai
penggugat atau bagi Pegawal Negeri Sipil yang berkedudukan
sebagal tergugat untuk memeperoleh izin atau surat keterangan
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan
permintaan secaratertulis.

3) Daam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan
perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus
dicantumkan alasan yang lengkap mendasarinya.

Jelas maksud dari peraturan tersebut adalah baik Pegawai Negeri Sipil

laki — laki ataupun perempuan diwgjibkan memperoleh izin dari pgabat , yaitu
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berupa surat. Apabila sudah terpenuhi syarat tersebut, maka menurut undang —
undang yang berlaku maka orang tersebut harus melaporkan ke pejabat.

Dalam PP No. 45 Tahun 1990 ada beberapa pasal aturan peerceraian
Pegawal Negeri Sipil. Pada Pasal 12 dalam PP No. 45 Tahun 1990 dijelaskan
dalam memberikan atau penolakan izin daam melakukan perceraian yang
terdapat dalam Pasal 3 atau/dan pemberian izin menikah atau beristri Iebih dari
satu yang terdapat dalam Pasal 4, ha ini hanya dapat dilakukan oleh Pejabat
secara tertulis dengan waktu selambat — lambatnya 3 bulan dihitung mulai dari

pejabat tersebut menerima permohonan tersebut.

Pada Pasal 15 dijelaskan Pegawai Negeri sipil yang melanggar
ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dan Passa 14, yang tidak
melaporkan perceraiannya selambat — lambatnya satu bulan terhitung mulai
terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinan kedua/ketigalkeempat
dengan jangka waktu satu bulan terhitung sgak berlangsungnya pernikahan
tersebut mendapatkan hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dalam PP No.
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawa Negeri Sipil dalam
Pasal 7 disebutkan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin. Dan
dalam pemberian sanksi maupun hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil
terdapat dalam pasal 8 yaitu (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

a. Hukuman Disiplin ringan;

b. Hukuman Disiplin sedang; atau
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¢. Hukuman Disiplin berat.
(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
C. pernyataan tidak puas secaratertulis.
(3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas:
a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
selama 6 (enam) bulan;
b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
C. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri atas:
a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)
bulan;
b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12
(duabelas) bulan; dan
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS.
Jadi, aturan dalam PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990

tentang pernikahan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil ini adannya kata “wajib’
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didalam PP tersebut menunjukkan bahwa tidak dibolehkan PNS bercerai tanpa
adanya surat izin atasan dan jika tidak melaporkan perceraiannya 1 bulan setelah
terjafi perceraian dapat dijatuhi salah satu jenis hukuman berat.

B. Hasil Analisa Putusan Mahkamah Syari’ah Kuala Simpang No.
347/Pdt.G/2013/M S.K sg M engenai Perceraian Bagi PNS
Daam berbagai perkara, hakim mempuya hak ataupun wewenang unuk

memutuskan perkara di Pengadilan termasuk juga dengan perkara ini. Dlam
memutuskan perkaranya, Hakim memiliki dasar hukum yang kuat, dan
pertimbangan — pertimbangan yang ada pada persidangan berupa bukti, saksi,
maupun dokumen. Maka dari itu, masyarakat yang mengajukan perkara menaruh
kepercayaan kepada hakim dalam memutuskan perkaranya dengan seadil -
adilnya

Dalam putusan perkara Nomor 347/Pdt.G/2013/M S.Ksg mengenal Perceraian
Pegawal Negeri Sipil tanpa adanya surat izin dari atasan. Hakim mengabulkan
perceraiannya dengan pertimbangan yang terjadi dalam persidangan.

Pertimbangan Hukum

Berbagai pertimbangan yang dilakukan para hakim tentang perceraian
Pegawai Negeri Sipil dalam perkara nomor 347/Pdt.G/2013/M S.K sg yaitu

Bahwa perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal
49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi
kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
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dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 dan relaas panggilan kepada
Penggugat terbukti dan benar Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum
Kabupaten Aceh Tamiang sehingga dengan demikian perkara ini menjadi
kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk
menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak
pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya
untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan ekseps tertulis,
meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut melalui siaran PT. Radio
Birama Indah Aceh Tamiang pada tanggal 12 Nopember 2013 dan 12 Desember
2013 tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan
yang sah dan dibenarkan undang_undang;

Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi
tidak datang menghadap di persidangan maka keterangan Tergugat tidak dapat
didengar, dan perkara ini dapat diperiksa dan diselesaikan tanpa hadirnya
Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Bahwa untuk perkara a quo tersebut tidak dapat dilaksanakan medias
sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur
mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadap ke

persidangan;
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Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Magjelis
Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena status Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawal
Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
diharuskan untuk mengurus surat izin atasan untuk gugatan perceraian yang
digiukan Penggugat, namun Penggugat belum dapat mengantongi surat izin
tersebut dan kepada Majelis Hakim, Penggugat menyampaikan surat pernyataan
bersedia menerima segala resiko terhadap gugatan perceraian yang digukan
Penggugat ke Mahkamah;

Bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena
antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran disebabkan
Tergugat yang jarang pulang ke rumah dan ketika Penggugat menanyakan kepada
Tergugat, Tergugat mengatakan lagi sibuk kerja dan marah kepada Penggugat
tanpa aasan yang jelas, dan sgak bulan Pebruari 2013 Tergugat terakhir kali
pulang ke rumah dan sgak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menghubungi
Penggugat hingga sekarang yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah, Tergugat telah pergi tanpa ada mengirim kabar berita kepada
Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Bahagia
hingga sekarang;

Bahwa dengan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka

Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;
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Bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, akan
tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka dalam rangka menghindari
kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan aat bukti tertulis, yaitu bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar
keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan
oleh Mg elis Hakim;

Bahwa terhadap bukti surat dan saks yang digjukan oleh Penggugat, Mgjelis
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : « Bukti fotokopi Kutipan Akta
Nikah (Bukti P.2) bermaterai secukupnya (nazegeling) adalah bukti condicio sine
gua non dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara
yuridis formal adalah persona standi in judicio;

0 Kesaksian saks pertama Penggugat, Desi Indriani binti M. Syah
Usman sebagai kakak kandung Penggugat secara forma harus
didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal
76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
sedangkan materi kesaksian saksi tentang perselishan antara
Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh
Penggugat sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk
perkara maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai

kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saks
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dianggap pantas dan layak mengetahui dan melihat keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat karena hubungan Penggugat dan
Tergugat dengan saksi baik dilihat dari jarak tempat tinggal maupun
dari hubungan silaturahmi yang masih terjalin secarawajar;

0 Kesaksian saksi kedua Penggugat, Leli Wita binti Syahrun sebagai
teman sekampung Penggugat secara formal harus didengar
kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan
materi kesaksian saksi tentang perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Penggugat
sebagai mana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara maka
kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagal kesaksian
yang patut dijadikan bukti dalam perkaraini, karena saksi mengetahui
bahwa Penggugat sudah tinggal bersama orang tua Penggugat tanpa
didampingi oleh Tergugat dan dilihat dari jarak tempat tingga
maupun dari hubungan silaturahmi antara Penggugat dan saksi yang
masih terjalin secarawagar;

Bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saks terhadap dalil-dalil gugatan
Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena
materi kesaksian tersebut telah sgalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309

Rbg;
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Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat
tinggal (scheiding van tafel en bed) sgak bulan februrari 2013 atau 1 tahun 2
bulan sampal saat ini sebaga salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa
peristiwalkgadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat
pecah (broken marriage) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah
tangga bahagia (tidak menemukan keadaan sakinah mawaddah dan rahmah)
sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum

dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

-

335 o5 Jas @] U S 5) 2Eeal B1E LES) BE ol adls Gy

C
oy Na el cOV Al 3, Ry,

Artinya :*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka
Majelis Hakim menemukan fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan

perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :



56

* Bahwaantara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan
belum dikaruniai keturunan;

* Bahwaantara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan oleh sikap Tergugat yang jarang pulang
ke rumah dan jika Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat
marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas,

» Bahwaakibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah sgjak bulan Pebruari 2013 hingga
saét ini;

* Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik
dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat maupun teman-teman
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan,
bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, karena perkawinan mereka telah pecah (broken marriage) dan oleh
karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat telah
sgaan dengan alasan cera yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilas Hukum Islam.
Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sgjalan dengan
bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.
Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
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Bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang
tercantum dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut yang diambil alih sebagai

pendapat Majelis Hakim :

b 2l ade 3l ) de g )| 48, pa sl Vs

Artinya: jikatelah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya,
maka hakim dapat menjatuhkan talag suaminya dengan talak satu;

Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan
Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan
membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau
setidak-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap
kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa

kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab al-Asybah wa al-Nadloir yang berbunyi

Artinya: Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan
dari pada mengharapkan datangnya maslahat(pengaruh yang
membawamanfaat/kebaikan)”’;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Panitera Pengadilan berkewagjiban mengirimkan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawa Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawa Pencatat

Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;
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Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkaraini.

Dari beberapa pernyataan di atas disebutkan bahwa perkara ini menjadi
kompetensi absolut Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang berdasarkan
Undang — Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang
menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang — orang
Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wagaf, Zakat, Infak,
Sedekah, Ekonomi Syari’ah.

Jika dilihat dalam sudut pandang Ushul Figh perceraian ini disebut dengan
khulu” dimana seorang wanita yang menceraikan suami dengan imbalan
kepada suami. Akan tetapi, Undang — Undang No.7 Tahun 1989 dan PP No. 9
Tahun 1975 tidak membedakan antara cerai gugat dengan khulu’ dan dalam
penyelesaiannya menurut pasal 148 KHI semua perkara perceraian
diselesaikan dengan suami yang mengikrarkan talak kepadaistri.

Dan dari segi mashalah mursalahnya jelas bahwa kemudharatan terjadi
pada penggugat karena status perkawinannya tidak jelas dikhawatirkan akan
terjadi ha — hal yang tidak diiginkan selama status pernikahannya tidak jelas

maka dikabulkanlah perkaraini.
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Terkait dengan kewenangan diatas, hakim mempertimbangkan bahwa
mengenai dikabulkannya perceraian PNS tanpa izin atasannya. Pada awalnya
kehidupan penggugat dan tergugat harmonis di desa Bundar Kec. Karang
Baru. Pada Februari tahun 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai
tidak harmonis yang disebabkan terjadinya pertengkaran keduanya. Awalnya
penggugat bertanya kepada tergugat mengapa tidak pernah pulang ke rumah
dari November 2012 sampai Februari 2013. Alasan tergugat pada saat itu
sibuk bekerja dan tergugat memarahi penggugat tanpa alasan yang jelas. Pada
hari itu tergugat pergi dari rumah dan itu terakhir si penggugat melihat
tergugat. Maka penggugat ingin menceraikan penggugat dengan nomor
perkara 347/Pdt.G/2013/M S.K sg

Sebelum dilakukannya perceraian pengadilan diwgjibkan agar memediasi
keduanya. Akan tetapi, dalam kasus ini penggugat dan tergugat tidak dapat di
mediasi karenatergugat tidak pernah datang ke pengadilan.

Penggugat yang berprofesi sebagai PNS yang ingin melakukan perceraian
diwagjibkan mengantongi surat izin atasan berdasarkan PP No. 10 tahun 1983
JO PP No. 45 tahun 1990. Akan tetapi, karena sesuatu hal  tidak
dicantumkan didalam putusan mengapa penggugat belum mengantongi izin
dari atasannya. Penggugat membuat surat keterangan bahwa menanggung
segalaresiko dari persidangan tersebut.

Didalam persidangan tersebut penggugat memberikan bukti buku nikah
dan 2 orang saksi dalam menguatkan argumennya tentang s tergugat. Dan
karena tergugat tidak pernah datang, tergugat dianggap mengakui seluruh

dalil dari penggugat.
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C. Analisa Pendliti
Hasil analisis penelitian ini adalah berdasarkan teori Seojorno Soekanto

tentang efektifitas hukum, ada beberapa faktor yang menandakan apakah suatu
hukum itu efektif atau tidak. Dalam kasus ini hukum tidak efektif, karena dalam
faktor hukumnya sendiri, perceraian PNS sengaja dipersulit agar angka perceraian
dikalangan PNS tidak tinggi. Faktor penegak hukum dan sarananya, melihat |ebih
besarnya kemudharatan yang terjadi penegak hukum menggunakan wewenangnya

untuk megabulkan perkaraini dengan juga melihat kaidah :

Artinya : Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri
dan orang lain. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini yang mejadikan penggugat
tetap ingin bercerai meskipun tahu konsekuensi yang akan terimanya dari
atasannya dan negara karena masyarakt dan kebudayaan menjadikan penggugat

sebagai seorang janda tanpa surat dari Mahkamah Syar’iyah.

Di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP memberitahukan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang bercerai untuk mengurus pemberkasan, hal yang paling
lama dalam pemberkasan merupakan surat izin dari atasan S Pegawa Negeri
Sipil. Jka Pegawa Negeri Sipil belum mempunyai izin atasan sidangnya akan
ditunda dan menunggu sampai Pegawai Sipil tersebut dapat mengantongi izin dari
atasannya.

Jelas tertera pada PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 Pegawai
Negeri Sipil harus memiliki surat izin dari atasan. Akan tetapi, Pada kasus ini

hakim mengabulkan percerian Pegawai Negeri Sipil tanpa adanya surat izin pada
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nomor perkara 347/Pdt.G/2013/M S.K sg karena Pegawai Negeri tersebut membuat
surat pernyataan bahwa ia akan menanggung segala resiko terhadap gugatannya di
Mahkamah Syar’iyah. Pada kasus ini jugatidak diberitahukan secara jelas megapa
belum mendapatkan surat izin tersebut. Dan jika Pegawal Negeri Sipil yan tidak
mel aporkan perceraiannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 94 Tahun
2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hasil wawancara dari narasumber yaitu Bapak Dangas Siregar S.H.I., M.H.
Dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil ha pembeda dengan perceraian
masyarakat hanyalah surat izin. Dalam Proses perceraian Pegawai Negeri sipil ini
dihimbau agar mempersiapkan surat izin dari atasannya. Jika pegawai tersebut
belum mendapatkan izin dari atasannya, persidangannya ditunda selama 3 (tiga)
bulan sesuai dengan PP no. 45 tahun 1990 pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan bahwa
PNS harus menunggu 3 bulan sgjak izin cerai digjukan kepada Pejabat. Dan sesuai
dengan SEMA no. 5 Tahun 1984 point no.4 yaitu Untuk memberikan waktu bagi
Pegawal Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pgabat yang dimaksud, sidang
ditunda selama— lamanya untuk 6 bulan dan tidak akan di perpanjang lagi.

Dan jika belum mendapat surat izin tersebut maka diperbolehkan membuat
surat keterangan siap menanggung resiko dari persidangan tersebut barulah hakim
dapat memeriksa perkaranya ataupun jika tidak ingin melanjutkan, perkaranya
harus dicabut. Dalam hal ini berlaku untuk semua Pegawai Negeri Sipil. Dan juga
diharapkan dalam waktu 3 bulan itu penggugat mengurungkan kembali niatnya
untuk bercerai. Bapak Dangas Siregar S.H.| juga mengatakan surat keterangan ini

dapat dibuat setelah waktu 3 bulan. Ada juga beberapa hakim menolak untuk
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melanjutkan persidangan meskipun Pegawai Negeri Sipil telah membuat surat
pernyataan.®

Dari beberapa sumber, beberapa instansi memang mempersulit perceraian
Pegawal Negeri Sipil. Selain proses yang agak panjang seperti pasangan suami
istri_harus dihadapkan dan harus dimediasi agar jelas mengapa keduanya ingin
berceral, lalu diberikan saran — saran agar keduanya mengurungkan niatnya untuk
bercerai. Dan jika kedua nya masih ingin bercerai diharuskan membeberkan apa
alasan yang menjadikan mereka ingin bercerai. Alasan — alasan yang sah terdapat
dalam SE BAKN Nomor 08/SE/1983 yaitu salah satu pihak berbuat zina, salah
satu pihak pemadat, pemabuk, atau peudi yang susah disembuhkan, salah satu
pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut — turut, salah satu pihak
mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun, salah satu pihak melakukan
penganiyaan, dan suami dan istri terus menerus terjadi perselishan dan
pertengkaran.

Pemberian izin atau ditolaknya izin dilihat dari beberapa aspek yaitu Jika
bertentangan dengan gjaran ketuhanan, alasan yang sah, bertentangan dengan PP,
dan bertentangan dengan akal sehat maka permintaan berceral jelas akan ditolak.

Daam perkara ini hakim mengabulkan perkara ini karena adanya segi fisik
dan administrasi. Pada segi fisik yaitu beberapa fakta didalam persidangan, yaitu :

Pegadilan tidak dapat me-mediasi keduanya karena tergugat tidak
pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula diwakilkan dengan

orang lain ataupun kuasanya.

*%Wawancara Asli dengan Dangas Siregar, Ketua Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang,
21 Juli 2022
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Dalam Peraturan Pemerintah dan surat edaran nomor 08/SE/1983
tertera yang termasuk alasan yang diperbolehkan dalam perceraian
adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselishan dan
pertengkaran. Maka ini bisa dijadikan landasan ataupun pertimbangan
bagi perceraian Pegawa Negeri Sipil tanpa adanya surat izin dari
atasannya.

Berdasarkan Undang — Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun
2009 hakim memiliki kekuasaan untuk memeriksa, menadili dan juga
memutuskan perkara tanpa membeda — bedakan orang . Jadi hakim
tidak terikat dalam PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990.
PP tersebut hanya untuk Pegawa Negeri Sipil jadi hakim berhak

memutuskan untuk mengabulkan ataupun menolak perkaraini.

Dari segi administrai dilihat dari Pegawai Negeri Sipil tersebut membuat
surat keterangan bahwa siap agar menanggung segala konsekuensi yang berlaku.
Dengan ini hakim dapat memutuskan perkaraini.

Dari putusan no perkara 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg yang diputuskan oleh
bapak MURSYID SYAH, S. Ag., sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh DANGAS
SIREGAR, SH.I., dan FADHILAH HALIM, S.H.l., pada dasarnya perceraian
Pegawal Negeri Sipil tanpa adanya surat ijin dari atasan tidak diperbolehkan akan
tetapi melihat dari beberapa fakta diatas, Kasus jenis khulu’ ini, para hakim
melihat dari segi mashalahah nya kemudharat yang terjadi dan yang akan terjadi
akan lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat. Menurut peneliti keputusan

hakim tepat untuk dikabulkannya kasusiini.
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Dan hakim dapat memutuskan perkara karena Pegawai Negeri tersebut
akan menanggung segala resiko dari persidangan tersebut dan akibat dari
perbuatannyaini PNS ini dapat dikenakan hukuman disiplin berdasarkan PP no 94
Tahun 2021 yautu salah satu dari jenis hukuman disiplin berat, salah satunya
adal ah pemberhentian secara horman tetapi tidak atas keinginan PNS tersebut.

Jelas dalam PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 ini hanya
untuk Pegawai Negeri Sipil karena adanya Undang — Undang tentang K ekuasaan
Hakim No. 48 tahun 2009 pasa 4 menjelaskan bahwa Pengadilan mengadili
menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dan di dalam Pasal 3 ayat
1 dan 2 yaitu (1)Daam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim
konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam
urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali
dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi hakim tidak terikat dengan PP tersebut.
Maka dari itu hakim mngabulkan perkara perceraian Pegawain Negeri Sipil tanpa

adanya surat izin dari atasan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesmpulan

Perceraraian merupakan suatu kelakuan yang dibenci Allah Swt. ksrena lebih
banyak kemudharatannya dibandingkan manfaatnyai. Pada Skripsi ini, peneliti

dapat mengemukakan jawaban dari perumusan masalah yaitu :

1. Aturan Pegawa Negeri Sipil telah disebutkan dalam PP No. 10 tahun
1983 JO PP No. 45 tahun 1990 dalam Pasal 3 bahwa Pegawai Negeri
Sipil jelas bahwa PNS yang ingin bercerai harus meminta izin atasan
terlebih dahulu berupa surat izin . Aturan ini tidak memperbolehkan PNS
bercerai tanpa izin atasannya karena adanya kata diwgjibkan dapat
diartikan dengan harus ada izin tersebut. Dalam hal ini, jika Pegawal
Negeri Sipil tidak melaporkan perceraiannya selambat — lambatnya 1
bulan dihitung dari terjadinya perceraiannya tersebut akan dikenakan
salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 94 tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Anaisis pendliti terhadap perkara No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg dari hasil
wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa saat Pegawal Negeri Sipil
mendaftarkan perceraiannya di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang dan
belum memiliki surat izin dari atasan. PNS tersebut diperintahkan agar
mengurus surat izinnya selama 3 bulan. Setelah waktu 3 bulan dan belum
juga memliki izin Pegawai Negeri tersebut diperbolehkan membuat surat
pernyataan akan segala resiko dari persidangan tersebut. Maka dalam

kasus ini karena adanya surat keterangan dan juga mempertimbangkan
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beberapa fakta persidangan dalam mengabulkan kasus ini. Hakim berhak
mengabulkan kasus ini karena hakim memiliki dasar hukum yaitu Undang
— Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jadi hakim
tidak terikat maupun terkekang dengan PP tersebut PP No. 10 tahun 1983
JO PP No. 45 tahun 1990. PP hanya berlaku/ mengikat Pegawai Negeri

Sipil tapi tidak untuk hakim.

B. Saran

Penelitian yang telah dilakukan masih jauh dari kata sempurna, peneliti masih
banyak terdapat kekurangan dalam hal teknis maupun teotitis sehingga
memerlukan beberapa perbaikan dalam menyempurkan skripsi ini.

Dalam skripsi ini, Pendliti ingin sedikit memberikan saran yakni sebagai

berikut.

1. Sebaiknya untuk pegawai negeri sipil yang ingin melakukan perceraian
agar mengurus terlebih dahulu izin dari atasannya sehingga
persidangannya tidak ditunda selama 3 bulan. 3 bulan bukanlah waktu
yang singkat. Jika ingin cepat bercerai maka tunggu lah surat izin dari
atasan untuk bercerai dahulu.

2. untuk Instans yang mengeluarkan surat izin, janganlah terlalu
mempersulit untuk mengeluarkan surat izin tersebut. Saya mengerti
mungkin parainstansi ingin menekan angka perceraian dikalangan negeri
sipil. Akan tetapi, ditakutkan pegawai negeri sipil yang yang dipersulit
surat izinnya malah melakukan zina dengan orang lain. karena tidak bisa

bercerai secara hukum.
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